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PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FILM DENGAN FORMAT VIDEO 

CAM PADA WARNET DI SURAKARTA 

(Studi Kasus Warnet di Wilayah Surakarta ) 

 

Abstrak 

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasaran kaidah sinematografi dengan atau tanpa 

suara dan dapat dipertunjukan. Sebagai karya seni budaya yang dapat 

dipertunjukan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan 

media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada 

publik (khalayak). Cara download film lewat handphone atau website mudah 

karena tersedia aplikasi download film baik pada hanpdhone maupun komputer. 

Ganool adalah sebuah situs website yang berfokus menyediakan film untuk 

diunduh.Cara download film dengan torrent juga dapat dilakukan. File Torrent 

adalah file kecil yang berisi informasi download yang dapat didownload dengan 

menggunakan software client torrent seperti BitTorrent, uTorrent, Vuse dan 

aplikasi lainnya. Torrent menggunakan sistem download peer to peer. Artinya file 

yang didonwload bukan berada di dedicate server tetapi dari berbagai jaringan 

komputer yang saling terhubung dengan mengunakan aplikasi client torrent. 

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik warnet yaitu dengan menyediakan film 

bajakan melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), Pasal 80 Ayat (1), (2), 

(3), (4), (5), Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

mengenai kriteria perlindungan hak cipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

maraknya pembajakan film diantaranya yaitu: a) Faktor ekonomi; b) Faktor Sosial 

dan Budaya; c) Faktor Perbandingan harga; d) Faktor Pendidikan; f) Faktor 

Sanksi Hukum yang Rendah. 

 

Kata Kunci: film, pembajakan, faktor pembajakan film 

 

Abstract 

Film is a cultural art work which is a social institution and mass communication 

media made based on cinematographic rules with or without sound and can be 

performed. As a cultural art work that can be performed with or without sound 

also means that film is a mass communication media that carries messages that 

contain vital ideas to the public (audiences). How to download free mobile or 

website movies because there is a download film application available on both 

hanpdhone and computer. Ganool is a website that focuses on providing films for 

download. How to download movies with a torrent can also be done. FileTorrent 

is a small file that contains download information that can be downloaded using 

torrent client software such as BitTorrent, uTorrent, Vuse and other 

applications.Torrent uses a peer to peer download system. This means that files 

that are downloaded are not on the dedicated server but from various computer 

networks that are interconnected using torrent client applications. The actions 

taken by the cafe owner by providing pirated films violate the provisions of 

Article 40 Paragraph (1), (2), (3), Article 80 Paragraph (1), (2), (3), (4), (5) , 

Article 85 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright concerning the 
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criteria for copyright protection. The factors that influence the rampant piracy of 

film include: a) Economic factors; b) Social and Cultural Factors; c) Price 

comparison factors; d) Educational Factors; f) Low Legal Sanction Factors. 

 

Keywords: film, piracy, film piracy factors 

 

1. PENDAHULUAN 

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasaran kaidah sinematografi dengan atau tanpa 

suara dan dapat dipertunjukan. Sebagai karya seni budaya yang dapat 

dipertunjukan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan 

media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada 

publik (khalayak). Sehingga fungsi lain daripada film yang sebelumnya hanya 

mempunyai fungsi hiburan semata ternyata film mempunyai fungsi lain yaitu 

fungsi pendidikan, informasi dan pendorong karya kreatif. Dilihat dari perspektif 

ekonomi keberadaan karya film dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif. 

Penjelasan mengenai film dijelaskan pada Pasal 40 butir 10 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta k, yaitu:”sinematografi adalah 

Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film 

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, 

dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, 

piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk 

dipertunjukkan di bioskop,layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi 

merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;  

Mengingat karya film merupakan karya seni yang mempunyai peran 

strategis maka film (Feature Film) termasuk salah satu objek hak cipta yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film 

sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-

undang maka pembuat film selaku pemilik hak cipta atas karya film mempunyai 

hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam rangka 

melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan 

memperbanyak karya ciptannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk 
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mendapat keuntungan secara ekonomis yang sering disebut dengan hak ekonomi 

(Yusran, 2010). 

Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta timbul secara otomatis 

terhitung sejak suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan 

dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat 

secara kasatmata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak 

telah memiliki hak eksklusif atas ciptaanya tanpa memerlukan pendaftaran hak 

secara formal (Ginting, 2012). 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah 

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang 

yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan 

hukum baru. Salah satunya adalah pengumuman dan perbanyakan karya cipta film 

tanpa ijin diinternet. Pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet 

biasanya dilakukan dengan cara download dari website film. Kegiatan download 

dari website film diketahui ada yang berbayar dan yang tidak berbayar atau gratis. 

Perbedaanya bahwa website film berbayar mempunyai ijin dari pemegang hak 

film asli untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya. 

Akibat pembajakan film yang dilakukan melalui unduh ilegal dan DVD 

bajakan, industri perfilman Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 1,495 triliun 

per tahun. Total kerugian tersebut minimal terjadi di empat kota, yakni Jakarta, 

Medan, Bogor, dan Deli Serdang berdasarkan hasil riset Lembaga Penyelidikan 

Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

(LPEM FEB UI). 

Perbanyakan dan pengumuman karya film yang dilakukan tanpa ijin 

pemegang hak cipta film baik di dunia nyata maupun didunia maya (download) 

menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah 

perbuatan pelanggaran pidana diancam dengan ancaman pidana paling lama 4 

(empat) tahun dan didenda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar 

rupiah). 

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur 

pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran 
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hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh 

tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka penulis memilih judul skripsi: Perlindungan Hak Cipta atas Film 

dengan Format Video CAM pada Warnet Di Surakarta. 

Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah: a) Bagaimana proses 

kepemilikan film dengan format video CAM (camera) di Warnet Wilayah 

Surakarta?; b) Apa faktor yang mempengaruhi kepemilikan film dengan format 

video CAM (camera) di Warnet Wilayah Surakarta? 

 

2. METODE  

Pendekatan masalah yang digunakana dalah yuridis-empiris yaitu pendekatan 

terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai 

Perlindungan Hak Cipta atas Film dengan Format Video CAM pada Warnet Di 

Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 

mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Film dengan Format Video CAM pada 

Warnet Di Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Kepemilikan Film Dengan Format Video CAM (Camera) Di 

Warnet Wilayah Surakarta 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Warnet di Wilayah 

Surakarta maka sebagian besar pelaku usaha warnet melakukan pelanggaran hak 

cipta film, karena setiap film yang dimiliki tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu pemilik usaha warnet 

melanggar hak cipta atas film, sebab Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang 

hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan 

hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak 

cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati 

suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut 
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untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas 

suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak 

semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak 

cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak 

Cipta berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidnag ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 

Pelaku usaha warnet di Wilayah Surakarta melanggar ketentuan Hak Cipta 

mengenai pengalihan seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak 

cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam 

keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara. 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak 

yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan 

pengumuman dan perbanyakan ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi 

pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku. 

Para pemegang warnet Barca Net dan Indo Net bukan merupakan pemilik 

film sebagaiman dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu Barca Net dan Indo Net bukan dari pencipta 
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film sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-

undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik warnet yaitu dengan menyediakan 

film bajakan melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang HakCipta yang telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil 

ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut : 

Ayat (1)  

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 

bidang huruf m yaitu mengenai Karya sinematografi. Karya sinematografi 

adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: 

film dokumenter, film iklan,reportase atau film cerita yang dibuat dengan 

skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita 

seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang 

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau 

media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio 

visual; 

Ayat (2)  

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan 

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 

Ayat (3)  

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk 

perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan 

Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang 

memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Warnet merupakan sebuah 

pelanggaran hukum, khususnya hak cipta karena menyediakan film 

bajakan dan dilakukan pengopian dengan frekuensi yang cukup tinggi oleh 

konsumen. Sedangkan pemilik warnet tidak memiliki lisensi untuk 

melakukan penggandaan karya cipta eseorang sebagaimana dijelaskan; 

Pasal 80 

Ayat (1)  

Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait 

berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). 

Ayat (2) 

Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 

jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak 

Terkait. 

Ayat (3) 

Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan 
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Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama 

jangka waktu Lisensi. 

Ayat (4) 

Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata 

cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara 

Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. 

Ayat (5) 

Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan 

kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 

Pasal 84 

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan 

dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra 

yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan 

untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan 

penelitian dan pengembangan. 

Pasal 85 

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap 

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta 

kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri. 

 

 Penggunaan hak cipta untuk kepentingan ekonomi berupa penggandaan 

maupun penerbitan diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta, diantaranya yaitu 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memiliki hakekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. 

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya. Termasuk perbuatan 

Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video 

(camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung 

(live performance); c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, 

pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian 

Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. 

Ayat (2) 

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Ayat (3) 

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
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Pasal 10  

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau 

penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 

perdagangan yang dikelolanya. 

 Pemilik warnet tidak memliki lisensi dalam menjalankan usahanya 

melakukan penggandaan, penerbitan maupun mengambil keuntungan ekonomi 

dari hasil pembajakan film tersebut, maka dari itu pemilik warnet melakukan 

pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 dan 10. Bagi pihak 

yang melanggar ketentuan Pasla 9 dan 10 maka akan dikenakan sanksi 

sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta sebagai berikut: 

Pasal 113 

Ayat (1) 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta 

rupiah). 

Ayat (2) 

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Ayat (3)  

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Ayat (4) 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 

 Hak cipta dalam Islam, Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik atau 

kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi.harta kekayaan milik seseorang yang 
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wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Keputusan fatwa MUI yang 

menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai haq Maliyah, Fatwa 

MUI itu adalah sebagai berikut: Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan 

kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh pikir otak yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui 

oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan 

pengakuan hak ini oleh negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan 

kreativitaskreativitasnya.  

 Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI tentang perlindungan 

hak kekayaan intelektual yaitu :  

a. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu 

huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) 

sebagaimana mal (kekayaan).  

b. Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam 

sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 

c. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (alma’qud’alaih), baik 

akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at 

(nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.  

d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk 

namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, 

menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, 

membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan 

hukumnya adalah haram. 

 Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Mishriyyah melansir keterangan 

berikut“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’. 

Pemiliknya memunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut.Siapapun tidak 

boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan 

plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merk dagang yang terregistrasi dengan 

cara mengakui karya tersebut di hadapan publik, merupakan tindakan yang 
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diharamkan syara’. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, 

penggelapan. Pada kasus ini, terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang 

lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil.” 

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Film Dengan Format Video 

CAM (Camera) Di Warnet Wilayah Surakarta 

Praktik pembajakan bukan hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar 

negeri. Barang-barang hasil bajakan yang terjaring di kawasan pabean sebelum 

barang tersebut masuk ke peredarannya oleh Ditjen Bea Cukai membuktikan 

bahwa di luar negeri praktik pembajakan juga terus berlangsung, terutama dari 

Cina. Dalam perkembangan teknologi informasi pembajakan (baik 

sebagian/seluruhnya) hak cipta dilakukan dalam rangka mereproduksi karya cipta, 

secara tanpa hak, misalnya perbanyakan yang dilakukan melalui media maya 

(internet). 

 Kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia, masih banyak 

pelanggaran Hak Cipta walaupun Indonesia telah mengundangkan Undang-

undang Hak Cipta yang baru, khususnya begitu marak pembajakan (piracy) karya 

cipta musik, film dan program komputer. Maraknya pembajakan hak cipta ini 

karena perkembangan dan kemajuan teknologi untuk memperbanyak 

(reproduction) karya cipta tersebut secara massal sangat mudah, sehingga jumlah 

pembajakan hak cipta melalui perangkat ini secara kuantitatif sangat besar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan film yang terjadi 

diantaranya yaitu: Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya 

pembajakan film.Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang 

tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu 

dengan membajak film lalu menjual kaset bajakan. 

Pembajakan film yang sudah tak asing bagi masyarakat Indonesia. 

Membuat pembajakan film adalah suatu hal yang lumrah dan telah membudaya 

Membuat masyarakat tak mementingkan lagi nilai-nilai etika dan membajak 

sesuka mereka. 
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 Faktor perbandingan harga, seperti yang dijelaskan pada latar belakang 

penulisan ini. Bahwa, harga membeli kaset film bajakan lebih murah dan 

terjangkau dibandingkan menonton di bioskop. 

Faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan pada masyarakat di Indonesia 

tentang hak cipta dan hukumnya membuat masyarakat tetap membandel dan 

semakin marak membajak. Faktor sanksi hukum yang rendah. Sanksi Hukum 

yang rendah bagi masyarakat, membuat mereka tidak takut kepada hokum yang 

ada. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan 

istilah Law Enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas 

menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya. 

 Secara umum Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yangbertugas 

menjalankan fungsi UU dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, 

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);  

3.2.1 Pemerintah sebagai Penegak Hukum 

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh 

pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan 

pemerintah yang melibatkan kementrian-kementerian, diantaranya: 

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kementerian 

Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam 

bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. 

b. Kementerian Komuniksi dan Informatika 

Dalam pasal 56 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang 

administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yangada di sistem 

informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna 

terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet. Undang-undang Nomor 
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11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.UU ITE mengatur 

lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem 

Informasi.Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau 

perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik. Dalam pasal 25 telah 

jelasdikatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun 

menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di 

dalamnya dilindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang 

mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa 

hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, 

mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

milik orang lain atau milik publik.Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE 

mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik 

orang lain yang tidak berhak. 

c. Kepolisian 

Pasal 120 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur 

tidak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi 

Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh 

dalam pembajakan film dalam bentuk CD ataupun secara digital yang ada di 

pusat perbelanjaan maupun warnet Pencipta film yang merasa dirugikan 

haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada took 

maupun warnet yang menjual CD atau film bajakan tersebut atau dengan kata 

lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan 

tersebut. 

d. Hakim 

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur 

mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diaturdalam Pasal 
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112 hingga 119 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 

tahunserta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan 

maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan 

mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang 

dimiliki oleh hakim itu sendiri. 

3.2.2 Upaya Hukum yang Dapat dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

terhadap Pelanggaran Hak Cipta 

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat 

ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan 

perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya: 

a. Mediasi  

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang 

tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk 

mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, 

yang tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu 

para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan 

kepadanya 

b. Aduan Tindak Pidana  

Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Penciptayang 

merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh 

pihak lain yangtanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Ciptadapat 

mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan pasal 120 UU 

Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan. 

c. Gugatan Ganti Rugi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi 

dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral.Maka hukum 

perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan niaga dengan 

menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta. 
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 Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Upaya hukum yang 

dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet 

adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum 

dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen 

APTIKA sesuai dengan perintah Undang-undang Hak Cipta Pasal 56 ayat (2) 

yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan 

penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. 

Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada 

Direktorat Penyidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Proses Kepemilikan Film Dengan Format Video CAM (Camera) Di 

Warnet Wilayah Surakarta 

Cara download film lewat handphone atau website mudah karena tersedia 

aplikasi download film baik pada hanpdhon maupun komputer. Sebagai 

penggemar film, menonton film itu sudah menjadi hal yang wajib. Bukan 

hanya film baru, bahkan film lama pun harus dikoleksi agar bisa ditonton 

di kemudian hari, seperti saat saat santai karena libur panjang. 

Ganool adalah sebuah situs website berfokus menyediakan film untuk 

diunduh.Cara download film dengan torrent juga dapat dilakukan. File 

Torrent adalah file kecil yang berisi informasi download yang dapat 

didownload dengan menggunakan software client torrent seperti 

BitTorrent, uTorrent, Vuse dan aplikasi lainnya. Torrent menggunakan 

sistem download peer to peer. Artinya file yang didonwload bukan berada 

di dedicate server tetapi dari berbagai jaringan komputer yang saling 

terhubung dengan mengunakan aplikasi client torrent.  

 Tindakan yang dilakukan oleh pemilik warnet yaitu dengan 

menyediakan film bajakan melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2), (3), 

Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang HakCipta mengenai kriteria perlindungan hak cipta. 
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4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Film Dengan Format Video 

CAM (Camera) Di Warnet Wilayah Surakarta 

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan film diantaranya 

yaitu: a) Faktor ekonomi, merupakan faktor pendorong utama terjadinya 

pembajakan film. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat 

pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk 

menambah pendapatannya, yaitu dengan membajak film lalu menjual 

kaset bajakan; b) Faktor Sosial dan Budaya, Pembajakan film yang sudah 

taka sing bagi masyarakat Indonesia. Membuat pembajakan film adalah 

suatu hal yang lumrah dan telah membudaya. Membuat masyarakat tak 

mementingkan lagi nilai-nilai etika dan membajak sesuka mereka; c) 

Faktor Perbandingan harga, Seperti yang dijelaskan pada latar belakang 

penulisan ini. Bahwa, harga membeli kaset film bajakan lebih murah dan 

terjangkau dibandingkan menonton dibioskop; d) Faktor Pendidikan, 

Kurangnya Pendidikan pada masyarakat di Indonesia tentang hak cipta 

dan hukumnya membuat masyarakat tetap membandel dan semakin marak 

membajak; f) Faktor Sanksi Hukum yang Rendah, Sanksi Hukum yang 

rendah bagi masyarakat, membuat mereka tidak takut kepada hokum yang 

ada. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Diharapkan kedepannya lembaga legislatif dan pemerintah bersinergi 

membentuk undang-undang maupun peraturan yang menjelaskan tentang 

syarat pendirian usaha warnet, sehingga kerugian yang terkait dengan hak 

cipta seseorang dapat terlindungi. 

4.2.2 Diharapkan kedepannya instansi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual 

memberikan atau melakukan sosialisasi tentang kepemilikan video 

bajakan atau bukan original baik secara keuntungan maupun kerugian 

yang ditimbulkan dari kepemilikan video bajakan. 
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4.2.3 Diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi terhadap pentingnya 

menonton film yang memiliki lisensi dari pencipta, bukan dari hasil 

bajakan. 
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